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ABSTRAK
MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN PADA
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

OLEH
HESTIKA PUTRI

NIM: 02170624135

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air
permukaan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana Mekanisme
Pemungutan Pajak Air Permukaan Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Sumatera Barat. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2024 di Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan metode
deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi,
dokumentasi dan wawancara langsung dengan staff bidang Pajak Daerah. Hasil
penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam
tentang Mekanisme Pemungutan Pajak Air Permukaan di Tingkat Provinsi,
Khususnya di Sumatera Barat. Namun dalam praktiknya, proses pemungutan
pajak yang dilakukan sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan seperti
kendala administrasi, pengawasan yang kurang efektif, dan partisipan masyarakat
yang belum optimal.

Kata kunci: Mekanisme pemungutan, Pajak Air Permukaan
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karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul
“Mekanisme Pemungutan Pajak Air Permukaan Pada Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Sumatera Barat”. Penyusunan Tugas Akhir ini merupakan
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan banyak
melakukan pembangunan di semua aspek. Dalam keberhasilan pembangunan
nasional tentu bukan tugas yang mudah, dikarenakan setiap daerah di Indonesia
memiliki kondisi geografis, jumlah penduduk, adat istiadat dan sumber daya yang
berbeda-beda di setiap daerahnya. Oleh karena itu, pemerintah memberikan
wewenang bagi setiap daerahnya dengan tujuan terciptanya kemandirian daerah
atau dikenal dengan otonomi daerah. Salah satu cara untuk mensukseskan
pembangunan nasional adalah pengembangan fasilitas yang dapat untuk
mempermudah rakyat.

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus
dan berkesinambungan yang bertujuan untuk memungkinkan kesejahteraan rakyat
baik materi maupun spiritual. Untuk merelealisasikan tujuan tersebut, perlu
banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha
untuk mewujudkan kemandirian suatu Bangsa dan Negara dalam pembiayaan
pembangunan dengan menggali sumber dana yang berasal dari negeri, yaitu pajak.

Salah satu upaya pemerintah daerah adalah menyerap dana dari
Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari Pajak dan Retribusi Daerah, hasil
pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain dari Pendapatan Asli Daerah yang sah
karena bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan penerimaan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) dan juga mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah. Semakin



tinggi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk
memenuhi kebutuhannya. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah daerah telah
berhasil menyelenggarakan otonomi daerah. Demikian sebaliknya, jika PAD
yang didapat pemerintah daerah semakin sedikit atau mengalami penurunan, maka
penyelenggaraan otonomi daerah belum maksimal.

Pajak adalah salah satu sumber utama peneriman negara yang memiliki
peran penting dalam melaksanakan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Mendengar kata pajak,
kebanyakan dari kita mengamsumsikan sebagai suatu beban tambahan yang
cukup signifikan di tengah belitan kesulitan ekonomi yang semakin berat dari
waktu kewaktu. Dikarenakan kurangnya pemahaman tentang pajak itu sendiri.

Kesadaran akan pajak memang perlu ditingkatkan, tetapi harus dilakukan
dengan cara yang bijaksana sehingga masyarakat tidak menjadi anti pati terhadap
pajak. Berdasarkan pemungutannya pajak di indonesia dapat dikelompokkan
menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak ditetapkan untuk
membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama, khususnya
melalui pajak daerah. Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah berdasarkan
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Salah satu jenis penerimaan pajak daerah diantaranya diperoleh melalui
pajak air permukaan. Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan atau
pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat di

permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik di laut maupun di darat. Pajak air



permukaan merupakan salah satu instrumen kebijakan oleh pemerintah daerah
untuk memperoleh pendapatan yang diperlukan dalam mendukung pembangunan
dan pelayanan publik. Pada khususnya, Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi
sumber daya alam yang melimpah, termasuk sumber daya air permukaan yang
strategis untuk berbagai sektor, seperti pertanian, industri, perusahaan dan
domestik. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Barat
bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemungutan pajak, termasuk Pajak Air
Permukaan tersebut.

Namun dalam praktiknya, proses pemungutan pajak yang dilakukan
sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan seperti kendala administrasi,
pengawasan yang kurang efektif, dan partisipan masyarakat yang belum optimal,
disebabkan kurangnya kesadaran perusahaan yang memakai air permukaan
tersebut. Hal ini menyebabkan kelamahan-kelamahan dalam melakukan
pendataan oleh petugas pemungutan pajak air permukaan (PAP), dikarenakan
ketidaktauhan petugas dalam pendataan pajak air permukaan.

Adapun target dan realisasi Pajak Air permukaan adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan di Kantor Badan

Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat

No Tahun Target Realisasi

1. 2021 9.050.540.000,00 8.939.459.040,00
2. 2022 9.051.451.797,00 8.269.460.992,00
3 2023 13.831.551.000,00 10.884.874.063,00

Sur'nber: kantor badan pendapatan daerah provinsi Sumatera Barat, Tahun 2024
Pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa target PAP pada tahun 2021 ke tahun

2022 mengalami peningkatan dan realisasinya mengalami penurunan sebesar Rp.

8.269.460.992,00. Sedangkan pada tahun 2023 menjadi angka tertinggi target dan



realisasi pajak air permukaan pada badan pendapatan daerah Provinsi Sumatera
Barat.

Dapat diketahui bahwasanya setiap wajib pajak/badan yang melakukan
pengambilan atau pemanfaatan air permukaan, harus melaporkan data volume
pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan kepada Unit Pelaksana Teknis
Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPTD PPD) yang terdaftar di Provinsi
Sumatera Barat. Berikut nama-nama UPTD PPD per Kabupaten/Kota di Provinsi

Sumatera Barat.

Tabel 1. 2

Nama-Nama UPTD PPD per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat
No Nama UPTD PPD Kabupaten/Kota
1. Kantor Pusat Kota Padang
2. UPTD Padang Kota Padang
3 UPTD Bukittinggi Kota Bukittinggi
4, UPTD Payakumbuh Kota Payakumbuh
o UPTD Batusangkar Kabupaten Tanah Datar
6. UPTD Solok Kota Solok
7. UPTD Pariaman Kota Pariaman
8. UPTD Sijunjung Kabupaten Sijunjung
9. UPTD Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman
10. UPTD Painan Kabupaten Pesisir Selatan
518 UPTD Padang Panjang Kota Padang Panjang
1y UPTD Lubuk Basung Kabupaten Agam
1. UPTD Sawahlunto Kota Sawah Lunto
14. UPTD Padang Aro Kabupaten Solok Selatan
15. UPTD Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya
16. UPTD Simpang Ampek Kabupaten Pasaman Barat
17. UPTD Arosuka Kabupaten Solok
18. UPTD Sarilamak Kabupaten Lima Puluh Kota

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2024

Pada tabel 1.2 di atas terdaftar 18 nama-nama UPTD PPD per
Kabupaten/Kota di Bapenda Provinsi Sumatera Barat yang melapor Pajak Air

Permukaan dengan jenis usaha yang berbeda-beda seperti, Perusahaan, Rumah



Makan, Hotel, Waterpark, PDAM, Wirausaha, Pencucian Mobil dan Ilain

sebagainya.
Tabel 1. 3
Daftar Wajib Pajak Air Permukaan Provinsi Sumatera Barat
NO. NAMA ALAMAT/LOKASI JENIS USAHA
PERUSAHAAN
PT-PLN (Persero)
2]
1~ |PLTA Batang Agam |Kabupaten Agam Listrik (Tenaga Air)
2 = |PLTA Maninjau Kabupaten Agam Listrik (Tenaga Air)
3 |PLTA Singkarak Kabupaten Tanah Datar Listrik (Tenaga Air)
4 JI. M Yamin Desa Sijantang Kec.
PLTU Ombilin Talawi Kota Listrik (Tenaga Uap)
Sawahlunto
PLTM
1 |PT. Pesisir Hidro Pembangkit Listrik Tenaga
Energi (PLTM Palupuah Mikrohidro (
Guntung) PLTM)
2 |PT. Waskita Sangir Pembangkit Listrik Tenaga
Energi (PLTM|Teluk Air/Sangir Mikrohidro (
Sangir Hulu) PLTM)
3 |PT. Selo Kencana Pembangkit Listrik Tenaga
EEEL%(' (PLTM Teluk Air/Sangir M'krOh'ngL(TM )
Gadang)
4 - |PT. Supraco Mitra Pembangkit Listrik Tenaga
Energi (PLTM Solok Mikrohidro (
Gumanti) PLTM)
5 . |PT. Pelita Prima Pembangkit Listrik Tenaga
Nusantara (PLTM  |Sarilamak Mikrohidro (
Manggani) PLTM)
6 © |PT. Dempo Sumber |JI. Sumatera No. 81 Kota Padang [Pembangkit Listrik Tenaga
Energi (PLTM Mikrohidro (
Pelangai) PLTM)
7 - |PT. Bajradika Jorong Lubuk Sao Nagari Pembangkit Listrik Tenaga
Rangkiang Energi  [Tanjung Raya Kab. Mikrohidro (
(PLTM Lubuk Agam PLTM)
Sao)
8 JI. TB. Simatupang Jakarta Pembangkit Listrik Tenaga
PT. Anggrek Mekar Mikrohidro (
Sari PLTM)
PADANG
1 = |PDAM Kota Padang [JI. H. Agus Salim Kec. Padang BUMD
Timur




2 — |PT. Semen Padang |JI. Raya Indarung Padang Kec. Industri
Lubuk Kilangan
3~ |PT. Wira Innomas  JI. Dumai No.1 Kec. Padang Industri
Selatan
4 -, |PT. Family Raya JI. Gurun Laweh Nan XX Kec. Industri
Lubuk Begalung
5 —|PT. Teluk Luas JI. Raya By Pass Padang Kec. Industri
Lubuk Begalung
6 JI. Belakang Simpang Haru No. 1
PT. Lembah Krya  |Kec. Padang Industri
Timur
7 . |PT. Kilang Lima JI. Banuaran No. 24 Kec. Lubuk Industri
Gunung Begalung
8 -, |PT. Batanghari JI. Raya By Pass Padang Kec. Industri
Barisan Lubuk Begalung
9 —|PT. Lembah Karet  [JI. Raya By Pass Padang KM. 22 Industri
Kec. Koto Tangah
10 |CV. Harapan Indah (JI. Air Dingin Kec. Koto Tangah Industri
BUKITTINGGI
1 |PDAM Tirta Jam JI. Panorama No. 3 Kec. Guguk BUMD
Gadang Panjang
2 |Pemandian Sikabu JI. Sikabu Kec. IV Koto Agam Pemandian
3 |Singgalang JI. Dr. Hamka No. 33 Kec. Guguk Isi Ulang Depot Air
Panjang
4 |Kapatoman Jorong Jambak Nagari Sianok Restoran
Anam Suku Agam
PAYAKUMBUH
1 JI. Muhammad Yamin No. 21
PDAM Tirta Sago  |Kec. Payakumbuh BUMD
Timur
2 Batang Tabik Sungai Kamunyang
Pem_andian Alam Bt. |Kecamatan _ Pemandian
Tabik Luhak Kabupaten Limapuluh
Kota
3 ~ |Pencucian Surya JI. Khatib Sulaiman Kec. Pencucian Kendaraan
Utama Afrizal Payakumbuh Selatan
4 — |Pencucian SKS JI. Muhammad Yamin Kec. Pencucian Kendaraan
Rasydin Payakumbuh Timur
5 ~ |Pencucian Abdul Kel. Limbukan, Kec. Pencucian Kendaraan
Muis Payakumbuh Selatan
BATUSANGKAR
1 - |PDAM Tirta Alami |Kubu Rajo Kec. V Kaum BUMD
2 ~ |Cucian Budi Motor | A. Yani Batusangkar Kec. V Pencucian Kendaraan
Kaum
3.~ |Cucian Tunas Utama |[Kiambang, Kec. V Kaum Pencucian Kendaraan
4~ |Cucian Sei, Tarab  |Pasar Sei. Tarab Kec. Sei Tarab Pencucian Kendaraan




5 - |Cucian Parak Bagak |Koto Panjang Kec. Sei. Tarab Pencucian Kendaraan
6 - |Cucian Biru Motor | A. Yani Batusangkar Kec. V Pencucian Kendaraan
Kaum

7 |Cucian Tabek Tabek Kec. Pariangan Pencucian Kendaraan

8 ©» [Rumah Makan Sari | Ombilin Kec. Rambatan Rumah Makan
Budaya

9 ~ |Rumah Makan Angin| Ombilin Kec. Rambatan Rumah Makan
Santai

10 |Rumah Makan Surya | Ombilin Kec. Rambatan Rumah Makan
Indah

11 |Rumah Makan Angin| Ombilin Kec. Rambatan Rumah Makan
Berhembus

12" |Cucian Kiambang Kiambang Kec. V Kaum Pencucian Kendaraan

13v [Rumah Makan Tj. Ombilin Kec. Rambatan Rumah Makan
Indah

14, |Cucian Tursima Dobok Kec. V Kaum Pencucian Kendaraan

15 |Cucian Rahmat Balai Labuah Kec. V Kaum Pencucian Kendaraan

16 |RM Bustami / Tapian| Ombilin Kec. Rambatan Rumah Makan
Danau

17 |Cucian Pangeran Kubu Rajo Kec. V Kaum Pencucian Kendaraan

18 |Cucian Kentang Tabek Kec. Pariangan Pencucian Kendaraan

19 |RM Pergaulan / Ombilin Kec. Rambatan Rumah Makan
Tandau

20 |Cucian Arfentius Ombilin Kec. Rambatan Pencucian Kendaraan

21 |Cucian Yasmawati [Ombilin Kec. Rambatan Pencucian Kendaraan

22 |Rumah Makan Angin/Ombilin Kec. Rambatan Rumah Makan
Danau

23 - |Faiz Steam Station |Dobok Kec. V Kaum Pencucian Kendaraan

24 |Cucian Yoga Panti Kec. Rambatan Pencucian Kendaraan

25" |Cucian Oyon Kubu Rajo Kec. V Kaum Pencucian Kendaraan

26" |Cucian Pen Simabua Kec. Pariangan Pencucian Kendaraan

27- |Cucian Gajah Mada |Sijangek Kec. Sei. Tarab Pencucian Kendaraan

28 |Cucian Ardi Malana Kec. V Kaum Pencucian Kendaraan

29 |Cucian Okcer Tj. Barulak Kec. Tj. Emas Pencucian Kendaraan

30 |Cucian Erman Supayang Kec. Salimpaung Pencucian Kendaraan

31 |Cucian Os Cubadak Kec. V Kaum Pencucian Kendaraan

327 |CV. Lubuk Batung |Gudam Kec. Pagaruyung Pabrik Paralon

33~ |Rumah Makan Sijangek Kec. Sei. Tarab Rumah Makan
Dangau Barangin

34 - [Pondok Flora Sijangek Kec. Sei. Tarab Rumah Makan

35 |[Rumah Makan Aie |Ombilin Kec. Rambatan Rumah Makan
Tanang

36 _|Talago Sangko Ombilin Kec. Rambatan Rumah Makan

37+ |Langkok Resort Rambatan Rumah Makan

38 |Hotel Jayakarta Ombilin Kec. Rambatan Hotel




39 |[RM. Pincuran Ombilin Rambatan Rumah Makan
Gadang
40-, |Cucian Taruko Auto [Tj. Emas Kec. Tanjung Emas Pencucian Kendaraan
41 |Amia Simpang Kiambang Kec. V Kaum|  Air Minum Kemasan
42, [Tobek Laweh Silabuak Kec. V Kaum Taman Hiburan
43 |Cooki Water Park  |Sei Tarab Kec Sei Tarab Taman Hiburan
44— |D Tanang Park Rambatan Taman Hiburan
45" [Nova Water Park Sei Tarab Kec Sei Tarab Taman Hiburan
SOLOK
1 -~ |PDAM Kaota Solok JI. Cindua Mato No. 21 Kec. Tj. BUMD
Harapan
2 ~ JANIZAR CAN (I Sersan Basir Tanah Garam Pabrik Tahu
PABRIK TAHU ) |Kec.Lubuk Sikarah
PARIAMAN
1~ |PDAM Kab. JL. Jambak Ketaping Lubuk BUMD
Pariaman Alung
2 |PT.Bumi Sarimas (JL. Raya Padang Bukittinggi KM Industri
Indonesia 21 Duku Kasang Batang Anai
3 |PT. Andalas Anai Kandang Ampek Guguk, Kec. Taman Hiburan
Permai Internasional [2X11 Kayu Tanam
4  |PT. Andalas Anai  |[Kandang Ampek Guguk, Kec. Taman Hiburan
Permai Internasional |2X11 Kayu Tanam
2
SINJUNJUNG
1 |PDAM Tirta Sanjung|Muaro Sijunjung BUMD
Buana
2 |Pink Hotel JI. Lintas Sumatera Kec. Kamang Industri Niaga
Baru
3 - |Dewi Cucian Muaro Gambok Kec. Sijunjung Pencucian Kendaraan
4 © |Surya Pencucian Muaro Gambok Kec. Sijunjung Pencucian Kendaraan
5 « |KM. 61 Service JI. Lintas Sumatera Kec. Tanjung Pencucian Kendaraan
Station Gadang
6 . |Kemilau Permata Muaro Tajung Kec. Kamang Baru Industri Niaga
Sawit
7 -~ |Ferly Pencucian Guguk Dadok Sijunjung Pencucian Kendaraan
LUBUK SIKAPING
1 -~ |PDAM Tirta Saiyo |JI. Puti Sangkar Bulan No. 12 Lb BUMD
Sikaping
PAINAN
1~ |PDAM Tirta JI. Perintis Kemerdekaan Painan |BUMD
Langkisau Timur Kec IV Jurai
2 — |CV. Pincuran Boga |Jalan Pincuran Boga Painan Industri Niaga
Selatan Kec.IV Jurai
3 7 |PT. Inkasi Raya Muaro Sakai Kec. Pancung Sakai |Industri Niaga
4 = |PT. Kemilau Permata|Jl. Lintas Padang-Bengkulu Kec. |(Industri Niaga
Sawit Ranah Ampek Hulu Tapan




5 |PT. Sumatera Jaya |Lunang Silaut Kec. Lunang Industri Niaga
Argo Lestari
6 - |PT. Transco Energi (JL. Diponegoro No.7 Kota Industri Niaga
Utama Padang
7 -, |PT. Muara Sawit Nagari Lunang Silaut, Kec. Industri Niaga
Lestari Lunang
PADANG PANJANG
1 - |PDAM Kaota Padang |JI. M. Yamin No. 2 Kec. Padang |BUMD
Panjang Panjang Barat
2 —_|PT. Minangkabau  |JI. St. Syahrir Perkampungan Taman Hiburan
Fantasi Minangkabau Village
LUBUK BASUNG
1~ |PDAM Kabupaten |JI. Dr. Mohammad Hatta No.531 [BUMD
Agam Lubuk Basung Kab. Agam
2 |PT. Mutiara Agam  [Nagari Tiku V Jorong Kec. Industri Niaga
Tanjung Mutiara Kab. Agam
3~ |PT. AMP Plantation (Jorong Tapian Kandis Nag. Industri Niaga
Salareh Aia Kec. Palembayan
Kab.
4 |PT. Perkebunan Padang Tarok Jr. Kt Gadang Pengolahan Kelapa Sawit
Pelalu Raya Salareh Aia Kec. Palembayan
Kab.
5 |PT. Bukit Sawit Manggopoh Kec. Lubuk Basung |Industri Niaga
Semesta
SAWAHLUNTO
1 |PDAM Kota JI. Asimin Kayu Gadang Desa BUMD
Sawahlunto Kec. Barangin Kota Sawahlunto
2 |PT. Wahana Wisata |JI. Lintas Sumatera Muara Taman Hiburan
Sawahlunto Kalaban Kec. Silungkang Kota
Sawahlu
3 _|PT. Bukit Asam Unit [Manan Jatin Kec. Barangin Kota |Pertambangan
Pertambangan Sawahlunto
Ombilin
4 - |FA. Taltex Silungkang Tigo Kec. Silungkang |Industri Niaga
Silungkang Kota Sawahlunto
SOLOK SELATAN
1 =~ |PDAM Solok Selatan{Jl. Raya Pasir Talang Muara BUMD
Labuh
2 — |PT. Supreme Energi [JI. Raya Muara Labuh - Padang |Listrik/Panas Bumi
Aro KM 17
3 " |PT. Nusantara IV |Sungai Kunyit/ Sangir Balai Industri Niaga
Janggo
4 — |PT. Kencana Sawit |Sungai Kunyit/ Sangir Balai Industri Niaga
Indonesia Janggo
5 “IPT. Bina Pratama  |JL. Diponegoro No.7 Kota Industri Niaga
Sakato Padang
6 ~ |PT. Pecconia Baru |Lubuk Gadang Barat Daya Kec. |Industri Niaga
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Sangir
7 -~ |PT. Sumatera Jaya |JL. Diponegoro No.7 Kota Industri Niaga
Argo Lestari Padang
8 © |Miftah Bukit Malintang Barat Kec. Air Minum Dalam
Sangir Kemasan
9 - |PT. Mitra Kerinci  (Sangir Industri Niaga
DHARMASRAYA
1 = |PT. Binapratama Nagari Gunung Selasih, Industri Niaga
Sakato Jaya Kecamatan Pulau Punjung
2 —|PT. Selago Makmur |Nagari Bonjol, Kecamatan Koto |Industri Niaga
Plantation Besar
3 = |PT. Incasi Raya Nagari Sinamar, Kecamatan Industri Niaga
Asam Jujuhan
4 < |PT. Tidar Kerinci Nagari Lubuk Besar, Kecamatan |Industri Niaga
Agung Asam Jujuhan
5 o, |PT. Transco Pratama |[Nagari Koto Baru, Kec. Koto Industri Niaga
Baru
6 |PT. Sumbar Andalas |[Nagari Muaro Sopan, Kec. Industri Niaga
Kencana Padang Laweh
7  |PT. Dharmasraya Nagari Koto Padang, Kec. Koto |Industri Niaga

Lestarindo

Baru

PASAMAN BARAT

1 |PDAM Tirta JI. Mahoni Kec. Pasaman BUMD
Gemilang

2 |PT. Agrowiratama |Sungai Aua Kec Sungai Aua Kab |Industri Niaga

Pasaman Barat

3 |PT. Gersindo Minang|Desa Tanjung Pangka Kec Industri Niaga
Plantation Pasaman

4 ~ |PT. Bintara Tani Desa Air Runding Nag Ujung Industri Niaga
Nusantara Gading

5 - |PT. Pasaman Desa Sontang Nag Sungai Aua  |Industri Niaga
Marama Sejahtera  |Kab Pasbar

6 ~ |PT. Berkat Sawit JI. Lintas Raya Simp. Empat Kec |Industri Niaga
Sejahtera Gunung Tuleh

7 ©|PT. Usaha Sawit Jr. Simpang Kec Koto Balingka |Industri Niaga
Mandiri Kab Pasaman Barat

8 - |PT. Bakrie Pasaman |Jr. Sungai Aua Kec Sei Aua Kab |Industri Niaga
Plantation Pasaman Barat

9 .~ |PT. Andalas Argo  |Air Rau Jorong Enam Koto Industri Niaga
Industri Selatan Kec Kinali

10 - |PT. Sari Buah Sawit [Kinali Kec. Kinali Kab Pasaman |Industri Niaga

Barat

11 |PT. Gunung Sawit  [Jr. Bancah Rambai Kec Kinali Industri Niaga
Abadi Kab Pasaman Barat

12 |PT. Sawita Pasaman |Air Runding Kec. Koto Balingka |Industri Niaga

Jaya




13 |PT. Rimbo Panjang |Rimbo Panjang Kec. Kinali Kab |Industri Niaga
Sumber Makmur Pasaman Barat

14-, |PT. Agro Wira Simp 3 Alin Kec. Gunung Tuleh, (Industri Niaga
Ligatsa Kab. Pasaman Barat

15 |PT. PTPN IV Ophir Jr. Ophir Nag. Koto Baru Kec Industri Niaga

Lhk Nan Duo

KABUPATEN SOLOK

1 - |PDAM Kabupaten
Solok

JI. Raya Koto Baru Kec. Kubung

BUMD

2 PT. Perkebunan
Nusantara VI
(Persero)

Kayu Jao Kab. Solok

Perkebunan Teh

3 7 |Syafrizal Ben (CV.
Ridha Motor)

Kayu Jao Kab. Solok

Pencucian Motor

4 |TASMAN ( RM
Semoga Jaya)

Lubuk Silasih Kab. Solok

Rumah Makan

5 < |CV. Bintang Mandiri

Kayu Jao Kab. Solok

Pengisian Air Bersih

6 |CV.Kayu Aro Putra
Mandiri

JI. Lintas Padang-Solok KM 23
Kayu Aro

Pengisian Air Bersih

7 |Agita

Koto Gaek Guguk Kec. Gunung
Talang

Pengisian Air Bersih

8 |CV. Dequa Bening

Dusun I Jorong Kayu Aro Kec.
Gunung Talang

Pengisian Air Bersih

9 PT. Mitra Aro
Persada

JI. Raya Solok-Padang KM. 23
Kayu Aro

Pengisian Air Bersih

10 |CV. Elmas Sentosa |Dusun V Jorong Kayu Aro Kec |Industri Niaga
Abadi A Gunung Talang
11 |CV. Elmas Sentosa |Dusun V Jorong Kayu Aro Kec |Industri Niaga

Abadi B

Gunung Talang

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

1 . |PDAM Kab.
Limapuluh Kota

Sarilamak. Harau

BUMD

2 = |PTP VI Pangkalan

Lubuk Ameh Gunung Malintang
Kec. Pangkalan Koto Baru

Industri Karet

3 « |Pabrik Kertas Telur
Sandra Thomi (CV.
Sandra)

Jorong Ketinggian

Industri Niaga

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 1.3 di atas dapat dilihat bahwa Bapenda Provinsi
Sumatera Barat memiliki 153 perusahaan yang menjadi wajib pajak air

permukaan dengan jenis usaha yang berbeda-beda dan tersebar di berbagai daerah

provinsi sumatera barat.
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Pada kenyataannya proses pemungutan pajak air permukaan di Bapenda
Provinsi Sumatera Barat tidak selalu berjalan dengan baik. Dikarenakan
kurangnya kesadaran dan pemahaman wajib pajak atau perusahaan dalam
kedisiplinan terkait membayar Pajak Air Permukaan. Oleh karena itu penelitian
ini-bertujuan untuk menganalisis dan memahami proses pemungutan Pajak Air
Permukaan.

Uraian di atas menjadi dasar penulis dalam melaksanakan penelitian
tentang Pajak Air Permukaan yang berjudul “MEKANISME PEMUNGUTAN
PAJAK AIR PERMUKAAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mencoba menguraikan
permasalahan yang dapat di angkat dalam penelitian ini. Adapun permasalahan
tersebut adalah “Bagaimana mekanisme pemungutan pajak air permukaan yang di

atur oleh badan pendapatan daerah Provinsi Sumatera Barat?”.

1.3  Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di Kantor Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat, penelitian ini bertujuan “Untuk
mengetahui Mekanisme Pemungutan Pajak Air Permukaan pada Badan

Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat”.



1.4
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Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Proses penelitian akan memberikan penulis pemahaman mendalam
tentang kompleksitas Mekanisme Pemungutan Pajak Air Permukan
Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Pengumpulan
data, analisis statistik, dan penyusunan rekomendasi akan

mengembangkan keterampilan dan penulisan penulis.

2. Bagi Instansi

Dengan melakukan penelitian yang bermanfaat dan menghasilkan
perbaikan yang nyata dalam sistem pajak, instansi tersebut dapat
meningkatkan reputasi mereka di mata masyarakat dan lembaga
lainnya. Hal ini dapat membantu dalam mendapatkan dukungan untuk
inisiatif-inisiatif masa depan dan meningkatkan citra pemerintah daerah

secara keseluruhan.

3. Bagi pembaca

Penelitian ini akan memberikan pembaca pemahaman yang lebih baik
tentang mekanisme pemungutan pajak air permukaan dan bagaimana
sistem tersebut beroperasi di Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Sumatera Barat. Hal ini dapat membantu pembaca memahami

kompleksitas peraturan perpajakan dan dampaknya bagi masyarakat.
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15 Metode Penelitian

15,1 Lokasi dan Waktu Penelitian
a. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Sumatera Barat, JI. Khatib Sulaiman No. 43, Lolong Belanti,
Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat 25173.
b. Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2024

1.5.2 Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan rancangan penelitian yang digunakan
sebagai pedoman dalam melakukan proses penelitian, penelitian ini menggunakan
metode penelitian deskriptif, desain penelitian bertujuan memberi pegangan yang
jelas dan tersrtuktur kepada peneliti dalam melakukan penelitian (Karlina. B,
2015)

1.5.3 Jenis Data

a. Data primer
Data primer yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari
lapangan. Untuk memperoleh data primer maka penulis langsung
datang ke sumbernya atau diperoleh dengan menggunakan metode
wawancara (Indrasari Y, 2020).

b. Data sekunder
Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri

pengumpulannya oleh peneliti, dan data sekunder biasanya terwujud
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data dokumentasi berupa data yang diperoleh dari sumber tidak
langsung seperti majalah, keterangan-keterangan, atau publikasi
lainnya (Indrasari Y, 2020).

1.54 Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara
Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang yang berhadap-
hadapan untuk bertukar ide dan informasi dengan proses tanya jawab,
sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu
(Sugiyono, 2020).

b. Observasi
Observasi adalah kegiatan peneliti terlibat langsung aktivitas sehari-
hari orang yang sedang diamati untuk digunakan sebagai sumber data
penelitian (Sugiyono, 2020).

c. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan catatan peristiva yang sudah berlalu
berbentuk gambar, tulisan, atau karya monumental dari seseorang
(Sugiyono, 2020).

d. Studi pustaka
Studi pustaka atau liberature review adalah bagian dari sebuah karya
tulis ilmiah yang memuat pembahasan-pembahasan penelitian
terdahulu dan referensi ilmiah yang terkait dengan penelitian yang
dijelaskan oleh penulis dalam karya ilmiah tersebut (Hermawan I,

2019).
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1.5.5 Analisis Data

Penulis menganalisis data dengan menggunakan penjelasan bersifat

kualitatif berbentuk deskriptif dan data tidak berupa angka, karena penelitian ini

bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang mendalam tentang subjek yang

diteliti serta mengungkapkan suatu fakta maupun peristiwa yang memberikan

gambaran secara objektif tentang keadaan atau permasalahan yang di hadapi.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini terdiri dari 4 bab, dengan uraian sebagai

berikut:

BAB | :

BAB 11 :

BAB Il :

PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, analisis data, dan sistematika
penulisan.

GAMBARAN UMUM

Bab ini menjelaskan deskripsi atau gambaran umum Kantor Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat, sejarah singkat,
sturktur organisasi instansi, uraian tugas, visi dan misi yang ada di
Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini berisikan tentang uraian teori yang mendukung penulisan
penelitian ini, disini akan dibahas mengenai telaah pustaka yang

berkaitan dengan judul penelitian.



17

PENUTUP
Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang

dilakukan penulis.

PIRAN

1V :
TAR PUSTAKA

© %m k cipta BA___AM_ IN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

_U\II Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
..u. ;ﬂf 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
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BAB 11
GAMBARAN UMUM
2.1  Sejarah Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang pembentukan
organisasi dan tata kerja dinas daerah Provinsi Sumatera Barat maka terbentuklah
dinas pengelolaan keuangan daerah provinsi sumatera barat yang merupakan
penggabungan dari tiga institusi yaitu Biro Keuangan Sekretariat Daerah Povinsi
Sumatera Barat, Biro Perlengkapan Sektretariat Provinsi Sumatera Barat, dan
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat (https://bapenda.
sumbarprov.go.id).

Selanjutnya tahun 2011 terjadi perubahan peraturan daerah Provinsi
Sumatera Barat. Mengingat begitu peliknya permasalahan aset yang merupakan
bagian dari dinas pengelolaaan keuangan daerah Provinsi Sumatera Barat menjadi
biro pengelolaan aset daerah, dan sesuai dengan peraturan daerah Provinsi
Sumatera Barat nomor 12 tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan daerah
nomor 4 tahun 2008, tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas daerah
Provinsi Sumatera Barat.

Struktur organisasi dinas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sumatera
Barat berubah dengan susunan organisasi terdiri dari kepala dinas, 1 sekretariat
dan 7 bidang di antaranya, bidang pajak daerah, bidang retribusi bagi hasil dan
pendapatan lain-lain, bidang anggaran, bidang akuntansi. bidang bina anggaran
daerah bawahan, bidang kuasa BUD, bidang sistem informasi serta UPT

kelompok jabatan fungsional.
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Kemudian pada tahun 2016 lahir peraturan daerah nomor 8 tahun 2016
tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat,
dimana dinas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sumatera Barat berubah
fungsi menjadi Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tipe A, dengan
melaksanakan fungsi penunjang keuangan, sedangkan Susunan Organisasi Tata
Kerja (SOTK) badan keuangan daerah dibentuk berdasarkan peraturan gubernur
Sumatera Barat nomor 79 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi dan
fungsi serta tata kerja badan keuangan daerah  Provisni Sumatera Barat
(https://bapenda.sumbarprov.go.id).

Susunan organisasi teridiri dari Kepala badan, 1 sekretariat dan 7 bidang
diantaranya, bidang pajak daerah, bidang retribusi dana perimbangan pendapatan
lain-lain, bidang anggaran, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi dan
pelaporan, bidang bina administrasi keuangan daerah. Sementara UPT dan
kelompok jabatan fungsional dicantumkan dalam peraturan gubernur Sumatera
Barat nomor 45 tahun 2017 tentang uraian tugas pokok dan fungsi badan
keuangan daerah Provinsi Sumatera Barat.

Terjadi perubahan strukur kembali dengan berubahnya peraturan daerah
nomor 8 tahun 2016 menjadi peraturan daerah nomor 13 tahun 2019 tentang
perubahan atas peraturan daerah nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan
susunan perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat, dimana Badan keuangan
daerah Provinsi Sumatera Barat berubah menjadi 2 badan tipe B yang terdiri dari
Badan pengelolaan aset daerah, disini terjadi penggabungan dan penciutan

kembali biro administrasi pengadaan dan pengelolaan barang milik daerah
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menjadi bidang pengelolaan barang milik daerah, dan badan pendapatan daerah
Provinsi Sumatera Barat.

SOTK badan dibentuk berdasarkan peraturan gubernur Sumatera Barat
nomor 11 tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi
serta tata kerja badan daerah dan SOTK UPTD dibentuk berdasarkan peraturan
Gubernur Sumatera Barat nomor 88 tahun 2020 tentang pembentukan organisasi
dan tata kerja unit pelaksana teknis daerah pendapatan Provinsi Sumatera Barat
(https://bapenda.sumbarprov.go.id).

2.2 Struktur Organisasi Kantor Bapenda Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan peraturan gubernur Sumatera Barat nomor 91 tahun 2020
menyebutkan tentang susunan struktur unit kerja Kantor Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu :

1. Kepala badan

2. Sekretariat

3. Sub Bagian Umum

4. Sub Bagian Keuangan dan Program

5. Bidang Pajak Daerah

6. Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor

7. Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya

8. Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan Pajak Daerah

9. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain

10. Sub Bidang Retribusi Daerah
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11. Sub Bidang Bagi Hasil Pajak

12. Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain

13. Bidang Pembinaan dan Pengendalian

14. Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian

15. Sub Bidang Hukum dan Perundang-Undangan
16. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja
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2.3~ Uraian Tugas Bagian Unit Kerja BAPENDA Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan peraturan gubernur Sumatera Barat nomor 11 tahun 2020
tentang kedudukan, susunan organisasi dan fungsi pegawai serta uraian tugas
bagian unit kerja badan pendapatan daerah Provinsi Sumatera Barat, berikut
adalah tugas pokok pada masing-masing bagian pada kantor badan pendapatan
daerah Provinsi Sumatera Barat.

2.3.1 Kepala Badan

a. Menyelenggarakan tindak lanjut hasil pemeriksaan lingkup badan

b. Memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan

c. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pemimpin

d. Menyelenggarakan koordinasi bidang pengelolaan pendapatan daerah
e. Menyelenggarakan monitoring bidang pendapatan

2.3.2 Sekretariat

a. Melaksanakan koordinasi dengan bidang-bidang UPTD

b. Melaksanakan pengkajian program kerja sekretariat dan badan

c. Melaksanakan  pelayanan  administrasi ~ keuangan,  meliputi
penganggaran, penatausahaan serta pengelolaan sistem akuntansi,
pelaporan keuangan serta pengelolaan aset badan

d. Melaksanakan fasilitas pelayanan informasi publik

e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan lingkup sekretariat
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2.3.3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

234

a.

€.

Mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi dan pelaksaan kebijakan, evaluasi serta
pelaporan di bidang umum dan kepegawaian

Menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi
Menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan

Menyiapkan bahan penataan kepegawaian meliputi analisis jabatan,
analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan badan

Menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset

Sub Bagian Keuangan dan Program

a.

Menyiapkan bahan penataan organisasi dan pelaksanaan ke tata
laksanaan

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan
dan program

Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan
dan program di lungkungan badan

Merencanakan dan menyiapkan bahan perjanjian kinerja dan SOP
urusan penyusunan program dan keuangan

Menyiapkan bahan penyusunan pembukaan keuangan dan perhitungan

anggaran dan verifikasi pengelolaan keuangan

2.3.5 Bidang Pajak Daerah

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemungutan

dan pelayanan pajak daerah
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b. Melaksanakan sosialisasi dan publikasi inovasi pelayanan publik
terkait pemungutan dan pelayanan pajak daerah

c. Melaksanakan pendataan pajak daerah, pengelolaan data dan pelaporan
pajak daerah

d. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi di bidang pemungutan dan
pelayanan pajak daerah dengan unit kerja terkait

e. Mengkoordinasikan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang
pemungutan dan pelayanan pajak daerah

Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor

a. Mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan
kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pajak
kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor

b. Menyiapkan bahan perumusan usulan penetapan tarif pungutan pajak
kendaraan bermotor serta bahan perumusan dasar pengenaan pajak
kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor

c. Menyiapkan bahan penetapan nilai jual kendaraan bermotor (NJKB)

d. Menyiapkan bahan usulan produk hukum pengenaan pajak kendaraan
bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor

e. Menyiapkan bahan data dan kajian untuk mendukung penyusunan

target kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor
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2.3.7 Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya

2.3.8

a.

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan
di bidang pajak daerah lainnya

Menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang pajak daerah lainnya
yang meliputi pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak air
permukaan

Menginventarisasi subjek dan objek pajak bahan bakar kendaraan
bermotor dan pajak air permukaan

Melakukan verifikasi dokumen penerimaan pajak bahan bakar
kendaraan bermotor dan pajak air permukaan

Menyiapkan bahan usulan dan kajian penetapan target penerimaan

pajak bahan bakar dan pajak air permukaan

Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan Pajak Daerah

a. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di

bidang pendataan dan pelaporan pajak daerah

Menyiapkan data pembukaan dan pelaporan tunggakan pajak daerah
serta piutang pajak daerah

Menyiapkan bahan pertimbangan atas keberatan pajak dan restitusi
daerah

Melaksanakan rekonsiliasi dan sinkronisasi data penerimaan pajak
daerah dengan UPTD dan instansi terkait

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan

dan pelaporan pajak daerah
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2.3.9 Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain

a.

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan
kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di penerimaan retribusi
daerah, bagi hasil pajak serta pendapatan lain-lain

Melaksanakan kegiatan fasilitas, sosialisasi, monitoring serta
Klasifikasi data penerimaan retribusi daerah, bagi hasil serta
pendapatan lain-lain

Melaksanakan koordinasi, evaluasi dan rekonsiliasi penerimaan
retribusi daerah, bagi hasil pajak serta pendapatan lain-lain
Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
di bidang retribusi daerah, bagi hasil pajak dan pendapatan lain-lain
Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap kebijakan

penerimaan bagi hasil pajak

2.3.10 Sub Bidang Retribusi Daerah

a.

Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis penerimaan retribusi
daerah

Menyiapkan bahan usulan produk hukum pemungutan dan
pengelolaan retribusi daerah

Menyiapkan bahan perumusan penetapan dan perubahan tarif retribusi
daerah

Menyiapkan bahan penyusunan konsep petunjuk pelaksanaan serta

teknis pemungutan dan pengelolaan retribusi daerah
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Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan, fasilitasi, sosialisasi,

monitoring dan klarifikasi data penerimaan retribusi daerah

2.3.11 Sub Bidang Bagi Hasil Pajak

a.

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan di bidang bagi hasil pajak yang berasal dari pemerintah
pusat

Menyiapkan bahan data analisis terhadap alokasi penerimaan bagi
hasil pajak

Menyiapkan pelaporan realisasi dan evaluasi terhadap penerimaan
bagi hasil pajak

Menyiapkan bahan laporan realisasi dan evaluasi terhadap penerimaan
bagi hasil pajak

Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

di bidang bagi hasil pajak

2.3.12 Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain

a.

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan di bidang pendapatan lain-lain

Menyiapkan  bahan penyusunan  konsep peraturan-peraturan
pelaksanaan, dan hasil pelaksanaan dan petunjuk teknis penerimaan
dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain

pendapatan asli daerah yang sah, dan lain-lain pendapatan daerah
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Menyiapkan bahan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait dengan
penerimaan dari dana transfer Dana Alokasi Umum (DAU), Dana
Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah ( DID)
Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
di bidang pendapatan lain-lain

Menyiapkan bahan analisis penyusunan potensi dan rencana
penerimaan dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan lain-lain pendapatan

daerah

2.3.13 Bidang Pembinaan dan Pengendalian

a.

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan
pembinaan serta pengendalian internal di bidang administrasi umum
dan keuangan, hukum dan perundangan-undangan serta evaluasi dan
pelaporan kinerja

Melaksanakan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait
dengan pendapatan daerah

Melaksanakan evaluasi kinerja

Menyusun laporan hasil pengendalian dan evaluasi kinerja
Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

di bidang pembinaan dan pengendalian
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2.3.14 Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Umum dan

2.3.15

Keuangan

a.

Menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan
pengendalian administrasi umum dan keuangan terkait operasional
pemungutan pajak daerah

Melaksanakan koordinasi dengan pengawas internal dan eksternal
Melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal
Melaksanakan tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait pelayanan
pajak

Menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pembinaan dan

pengendalian administrasi umum

Sub Bidang Hukum dan Perundangan-Undangan

a.

Menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian hukum dan
perundang-undangan

Melaksanakan pengendalian dan evaluasi standar operasional
prosedur pajak dan retribusi daerah

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang hukum dan
perundang-undangan

Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian hukum
dan perundang-undangan

Melaksanakan pengendalian dan evaluasi standar operasional

prosedur pajak dan retribusi daerah
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2.3.16 Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

a.

Menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian di bidang evaluasi
dan pelaporan kinerja

Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian di
bidang evaluasi pelaporan kinerja

Melakukan evaluasi atas sistem pengendalian internal

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang evaluasi dan
pelaporan kinerja

Menyiapkan dokumen laporan kinerja berupa Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) badan

2.4  Visi dan Misi Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera

Barat

Adapun visi, misi dari Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi

Sumatera Barat sebagai berikut :

a.

1.

2.

Visi
Terwujudnya Sumatera Barat Madani Yang Unggul Dan

Berkelanjutan.

Misi

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat,
berpengetahuan, terampil, dan berdaya asing

Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan

filsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.”
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Meningkatkan nilai tambah produktivitas pertanian, peternakan,
perkebunan

Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta
ekonomi berbasis komputer

Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan
Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan
berkelanjutan

Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang

bersih akuntabel dan berkualitas



BAB IV
PENUTUP

41  Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Mekanisme Pemungutan Pajak
Air Permukaan Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat, maka
dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemungutan Pajak Air Permukaan Bapenda
Provinsi Sumatera Barat menjalankan tugas sesuai dengan Peraturan Gubernur
Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air
Permukaan, agar pemungutan pajak air permukaan ini berjalan dengan optimal.

Seperti yang dijelaskan dalam hasil wawancara peneliti dengan
narasumber, masih banyak yang menjadi kendala dalam memungut Pajak Air
Permukaan pada Bapenda Provinsi Sumatera Barat sehingga pemungutan pajak
air permukaan belum tercapai secara optimal. Selain itu dapat di ukur dan ditarik
kesimpulan sebagai berikut :

1. Mengenai Mekanisme Pemungutan Pajak Air Permukaan Pada Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat, diawali dengan Wajib
pajak harus melaporkan jumlah pemakaian air atau produksi kwh
kepada staff bidang Pajak Daerah melalui surat pemberitahuan pajak
daerah (SPTPD).

2. Staff bidang pajak daerah membuat surat ketetapan pajak daerah
(SKPD) berdasarkan jumlah pajak terutang pada nota perhitungan.

3. Proses penetapan ini menegaskan bahwa jumlah pajak yang tercantum

dalam SKPD adalah jumlah yang harus dibayar oleh subjek pajak.

71



72

4. Setelah itu, staff pajak daerah menyampaikan SKPD ke wajib pajak,
disertai dengan STPD, bukti transfer, pembayaran, dan rekapan
pembayaran pajak air permukaan.

5. Jika pajak terutang berdasarkan SKPD tidak dilunasi setelah satu
bulan, akan ditagih menggunakan STPD dengan sanksi administrasi
sebesar 2% sebulan maksimal 15 bulan.

42  Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis ingin memberikan beberapa
saran yang mungkin bisa menjadi masukan bagi Bapenda Provinsi Sumatera
Barat dan Wajib Pajak/Perusahaan Air Permukaan :

a. Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat diharapkan
untuk terus mempertahankan serta meningkatkan Upaya Pemungutan
Pajak Air Permukaan sehingga penerimaan Pajak setiap bulannya
dapat berjalan dengan optimal

b. Bagi wajib pajak/perusahaan yang sudah terdaftar maupun belum
terdaftar untuk lebih meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak
demi membantu pemerintah dalam Pembangunan daerah yang lebih

baik lagi.
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PEDOMAN WAWANCARA
Bagaimana Mekanisme Pemungutan Pajak Air Permukaan Pada Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat ?
Apa saja komponen yang menjadi dasar dalam menentukan besarnya
Pajak Air Permukaan ?
Bagaimana pengawasan yang dilakukan terhadap pemungutan Pajak Air
Permukaan ini untuk memastikan kepatuhan wajib pajaknya ?
Pergub yang mendasari tentang Pemungutan Pajak Air Permukaan pada
Bapenda Provinsi Sumatera Barat ?
Bagaimana alur pendaftaran Pajak Air Permukaan Pada Bapenda Provinsi

Sumatera Barat ?
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Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Hestika Putri
NIM 102170624135
Jurusan : D-III Perpajakan
Semester : V (Lima)

adalah Mahasiswa Fakultas Fkonomi dan [Imu Sosial Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk
menyclesaikan  studi/menyusun  laporan  penelitian  dengan  judul:
“Mckanisme Pemungutan Pajak Air Permukaan Pada Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat”.
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Schubungan dengan itu, kami menunjuk saudara sebagai pembimbing dalam
menyelesaikan laporan penelitian mahasiswa tersebut di atas.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.
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Hal -lzin Penelitian

Kepada

Ythi Kepala Badan
Pendapatan Daerah
Provinsi Sumatra Barat
di Tempat

Assalamualaikum-Wr. Wh.
Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan IImu Sosial Universitas Islam
NegericSultan Syarif Kasim Riau, atas nama :

Nama : Hestika Putri
NIM. : 02170624135
Jurusan : D-111 Perpajakan
Semester :V (Lima)

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan laporan penelitian dengan
judul:*Mekanisme Pemungutan Pajak Air Permukaan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Sumatera Barat'™ pada bulan mei 2024 . Untuk itu kami mohon kiranya Saudara brkenan memberikan
bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih
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Berdasarkan surat Nomor B-7283/UN.04/F.VII/PP.00.9/2024 tanggal 03 Mei 2024

tentang Permohonan Izin Penelitian pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat

untuk mahasiswa berikut ini :
Nama : Hestika Putri
s NIM : 02170624135
- =~ Jurusan : D-III Perpajakan
- Z _ Judul Penelitian : “"Mekanisme Pemungutan Pajak Air Permukaan pada

=

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat”.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan bahwa pada

o ;:_.r;' - prinsipnya kami tidak keberatan menerima Mahasiswa tersebut melaksanakan penelitian pada
'— = Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat selama bulan Mei 2024, dengan mengikuti

= <~ semua ketentuan yang berlaku pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

> Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.
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2. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Sumatera Barat
o 3. Yang bersangkutan
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